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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai 

berikut: 

1. Peranan dari advokat dalam memberikan perlindungan hukum selama 

proses penyidikan di Kepolisian sampai di tingkat pengadilan 

terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah 

tangga memiliki peranan penting, dengan memberikan pelayanan 

kesehatan dan pendampingan kepada pihak korban kekerasan dalam 

rumah khususnya kekerasan fisik, serta mengupayakan pelayanan 

hukum dan data medik guna keperluan hukum, membantu pihak 

korban selama proses berlangsung dan memberikan rasa aman kepada 

korban, bahwa dengan korban didampingi oleh Advokat, korban jauh 

lebih baik dibandingkan tidak adanya pendampingan dari Advokat 

secara langsung. Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami 

dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak 

asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara 

pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam 

memberikan perlindungan terhadap korban. 

2. Kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga antara 
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lain, adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap peran advokat 

itu sendiri dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pembelaan 

selama proses penyidikan di tingkat Kepolisian sampai di tingkat 

pengadilan, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan selama 

proses berlangsung. Kendala lain diakibatkan karena korban itu 

sendiri tiba – tiba tidak ingin melanjutkan perkara tersebut, tidak 

adanya saksi - saksi karena saksi – saksi menganggap hal tersebut 

tidak layak untuk diungkapkan, tersangkanya sendiri telah melarikan 

diri, serta visumnya telah hilang. Dalam pemberian bantuan hukum, 

Advokat sering menemukan bahwa klien tidak jujur memberikan 

keterangan posisi kasus yang sebenarnya karena adanya ketakutan dari 

korban itu sendiri, dan adanya intimidasi dari pihak-pihak yang 

merasa dirugikan terhadap keberadaan Advokat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Selain upaya yuridis, diperlukan peran serta dari masyarakat dalam 

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dalam hal 

ini lebih kepada pihak keluarga, tetangga, atau pun orang terdekat. Tanpa 

adanya partisipasi publik, tidak akan pernah ada perubahan dan tidak akan 

dapat terselesaikan perkara KDRT ini. Untuk dapat mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat itu sendiri, maka peran Advokat sangat diperlukan 
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dari proses penyidikan sampai di tingkat pengadilan, dan adanya 

kerjasama dari pihak – pihak yang terkait yaitu korban, pelaku tindak 

kekerasan, saksi – saksi, serta aparat penegak hukum baik ditingkat yang 

paling rendah maupun di tingkat yang lebih tinggi sehingga memudahkan 

aparat penegak hukum dalam menangani perkara KDRT. 

2. Diperlukan upaya pendidikan bagi aparat penegak hukum khususnya 

mengenai penanganan terpadu terhadap istri yang menjadi korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan perlu pemberdayaan masyarakat 

khususnya perempuan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi. 

Disamping itu istri juga dapat mandiri secara ekonomi, tetapi tetap 

mengutamakan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini 

bertujuan agar istri sebagai korban kekerasan fisik oleh suami tidak 

menjadi pihak yang dirugikan karena ketergantungan secara ekonomi 

kepada suami. 
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